Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

MENMUIUSKAN

Nama Lembaga
Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Tipe

Alamat

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kabupaten

Pemimpin Penanggung Jawab
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Kursus Komputer, Bahasa Inggris,
Bimbel, Calistung, Prive‘lte.

Kursus Komputer, Bahasa Inggris,
Bimbel, Calistung, Private.

Tahap C

J1. P. Morotai

Gebangrejo

Poso Kota

Poso

MERLIANA MADILES

MERLIANA MADILES

Izin penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai
tanggal 01 juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2019

Pemegang Izin tersebut

1. Wajib menyelenggarakan Program Kursus sesuai dengan
pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi
fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan
ketentuan yang menurut model ditentukan

4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Poso
Pada tanggal : 01]Juli 2015

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
~ Kabupaten Poso,
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-\ D WANGINTOWE TUNPUGI, M.Pd
T NIP% 19680114 199802 2 004




PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : JI. P. Kalimantan No. 33 Poso Telp (0452) 21743 Poso

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN POSO
Nomor:188.45/ /DIKBUD/2015
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POSO

Memperhatikan

Menimbang

Mengingat

Surat Permohonan izin penyelenggaran Kursus Kecantikan dari LKP
“WIDYA GAMA” dari Sdri. Merliana Madiles selaku pemilik.

a.

Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Verifikasi oleh Bidang PNFI dan
UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Poso Kota, maka
kepada lembaga tersebut dapat memberikan izin penyelenggaraan.
Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam
batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan

Nasional.

. Undang-undang nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar

Sekolah.

. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta

masyarakkat dalam Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan
Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang

Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.

. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 2011/1991, tentang Penyelenggaraan Kursus.

. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum perizinan dan

pengawasan penyelenggaraan yang diselenggarakan masyarakat.

. Peraturan Pemerintah daerah nomor 8 tahun 2003, tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 14 tambahan

negara nomor 4262)



